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¥ang sempat viral di ‘:Jr:q;dclrala ‘;«;‘gyi;
(medsos) masih menjadi perhatian
serus Mentari PHI‘i\Iﬂ perhatian
e inwisata dan Eko-
O (Menparekrai) Sandiaga
Uno. Sandi akan berkoordinasi
_f.?ﬂﬂn,. Pemangku kepenﬂ“?r;::‘d:
mﬁmﬁ* m&hndehlndari tarif parkir

Parkir &nuthuki di Yogya seb

namya bukan fenam?:: barfli
bahkan mungkin terjadi di mana sa-
Ja. Hanya saja, karena Yogya dikenal
-sebagal kota ramah wisalawan, ma-
‘Ka pungutan tarif yang tidak sesuai
aturan ini menjadi gampang viral.
Termasuk kasus pungutan tarif parkir
Rp 350 ribu yang teradi di sekitar
kawasan Malicboro.

- Meski belakangan terungkap bal-
wa pungutan tersebut merupakan
kongkalikong antara kru bus dengan
jury parkir, namun agaknya masya-
‘rakat tak mau tahu detail kasusnya.
Mereka tahunya ada penarnkan tanf
parkir tidak wajar, tak peduli apakah

jelas, wisatawan harus membayar
lebih dari yang seharusnya ia bayar.
Bahvwa kn bus melakulkan mark-Lp
harga kongkalikong dengan juru par-
kir. demi keuntungan pribadi, ftu per-
soalan lain yang harus pula disele-
saikan. Mengapa pula juru parkir ber-
sedia mengeluarkan kuitansi yang
telah dibubuhi stemps! dengan harga
yang tidak sesual dengan kenyataan?
Barangkall di sini ada simbiosis muti-
als yang harus diselesaikan.

‘Hemat kita, kasus tarif enuthukl
harus dituntaskan, Kalau maut ketat,
rmereka yang leribat mark-up, dari
sehanisnya Rp 150 1ibu menjadi Rp
350 ribu, harus diproses hukum, baik

L TRAIUKRENGANA
Awasi Ketat Pungutan Tarif Parkir

jtu kongkalikong atau bukan, Yang

‘yang ketat dan tidak miamberi ruang

K bUs maupun juru parkir. Dalarn
ap atau korupsi, lindakan
menguniungkan din sendin maupun
orang lain dapat dinluntut pidana.
Permintaan Sandiaga Uno agar
pemerintah daerah bertindak tegas
tethadap juru parki yang memungut
tarif tidak sesuai ketenluan, patut
direspons positif. Dinas Perhu-
bungan alau instansi terkail harus
rmelakukan pengawasan secara ke-
tat tempat-tempat parkir yanga ada
di*Yogya, termasuk tempat parkir liar,
Untuk hal yang disebut terakhir ini,
pemerintah daerah tenlu tak boleh
lepas tangan dan seolah-olah bukan
menjadi tanggung jawab instan-
sinya. Justru parkir liar inilah yang
harus ditertibkan. Tentu ini bukan
berarti tempat parkir resmi dipasiikan
tidak ada pelanggaran. Tempat
parkir resmi pn telap harus diawasi
jangan sampal terjadi pelanggaran.

Apalagi tempat parkir liar seperti

kasus parkir &nuthuki Rp 350 ribu di
kawasan sepular Malicboro yang
sempat viral di medsos. Mungkin
cukup banyak swasla yang miemiliki
|ahan luas dan bisa digunakan untuk
parkir. Alhasil, parkir liar pun menja-
mur mengingat keterbatasan lahan
parkir resimi.

Kiranya pemerintah daerah telah
berusaha untuk memberantas
pungutan liar alau pungutan parkir
yang lidak sesuai ketentuan. Bahkan
sudah banyak kasus jukir nakal
disidang tipiring dan dijatuhi pidana-
denda yang jumiahnya bervanast.
Diharapkan hukuman tersebut mem-
beri efek jera bagi pelaku. Namun,
kuncinya letap pada pengawasan

képada juru parkir untuk bermain
atau melakukan mark-up. O

PIKIRAN PEMBACAH

usulan, gagasan, apresias| atau masalah layanan publik
Naskah dikiim Email atau WA :

I Ty - Ty . oy

e \ nros.g294-11000

Percepatan Penanggulangan Balita Stunting

BALITA stunting atau pendek meyy-
pakan kondisi gagal tumbith balita aki-
bat kekurangan gizi kronis atou keku-
rangan asupan gz dolam wakin lama.
Stunting terjadi sejak bayi dalam kan-
dungan karena ibu hamil kurang me-

© mokainan bergizi

Kondisi ini biasanya baru: nampak
setelall berumur dus tahun, Menurut
Kemenkos R stunting dapat diketahui
derngan membandingkan standar baku
Waorld Health Organization (WHO) yakmi
panjang hadan atau tinggl badan berada
di bawah normal.

Dampak buruk

Berbagai kajian menunjukkan &
stunting bérdampak gangguan kecar-
dasan, pertumhuhsnﬁﬁringﬁn danor- |
gan tubuh Jain, Kemenkes Rl mela- |
porkan bayi stunting (panjang badan
= 50'cm) berisiko tign kali lebih besar !
menderits suspels gangguan perkem-
bangan dibanding bayi normal. Se-
lanjutnya stunting menurunkan kog-
nitif, prestasi belajar dan kekebalan
tubuh sehingga lebih rentan penyalit
dan berisiko kegemukan yang me-
iy muncul gangeuan dian penyaldt §
{idak mennlar sant dewasa. Tim Na-
sipnal Percepatan Penanggulangan

AgusWijanarka

2021 sebesar 24,5% maka harus menu-
runkan 10,5% dolam waktu kurang dari
tign tahun. Hal ini pasti memerlukan
upayn keras dalam menenpai target
tahun 2024 sebesar 14%.

Mengatasi stunting memang tidak ha-
nyn menangani balita yang sudah
menderita saja. Karena stunting meru-
pakan akibat kekurangan gizi. kronis
yang dipengaruhi kondisi ibw/talon ibu,
masa janin, kesehatan selama masa bali-

Kemiskinan {2017) menginformasi- 5

kan stunting dapat menurunkan 11%
Gross Domestic Products serta 10%
dari total pendapatan seamur hidup.

WHO menetapkan kategori tinggi
apabila negara menmiliki prevalensi
stunting lebih 20%. Laporan Kemenkes
R] tahun 2021 Indonesia memiliki
prevalensi 24,4%. Anglka ini sebenarnya
mengalami penirunan dibandingkan da-
{a lima tahunan dari 2010; 2013, dan
9018 berturut-turut sebesar 33,6%,
37,2% dan 80,8%. Namun pemerintah
telah memasang target prevalensi stunt-
ing di Indonesia pada tehun 2024 hanya
sehesar 14%, _

Melihat angka tersebut menunjukkan
pemerintah cukup berani bertekat men-
capai target. Secara sederhana, berdasar-
kan data 2010 sampai 2021, setiap lima
tahun hanya mampu turun sekitar 6%.
Bila dihitung dari angka terakhir talun

kan pendampingan keluargn berisiko
stunting. Hal ini' menunjukkan adanya
afelc positif pada beberapa determinan
yang terkait stunting. Kegiatan tersebut
dilakukan dengan pemberian motivasi,
peningkatan pengetahuan, monitoring
padn konsumsi tablet tambah darah.

Jugn: pemberian ASI dan makanan
pendamping ASI, konsumsi makanan
tambahan, serta pemantanan pertum-
buhan balita. Kegiatan ini munghin men-
jadi salah satu alternatif bentul per-
eepatan penanggulangan stunting: Tentu
saja tidak bisa mengesampingkan pro-
grum yong dilakukan berbagai instan-
silembagn yang telah melakukan upa-
ya berbasis lime pilar yakni komitmen
politik, kampanye dan edukasi, kon-
vergensi program, nkses pangan
bergizi, dan monitoring prograrm.

Untuk mencapai target nasional per-
lu upaya extraordinary dengan berba-
gai strategi. Kerja sama SINOTELS peme-
rintah, dunia nsaha, LSM, organisasi
profesi, organisasi sosial, masyarakat
dan perguruan tinggi sangat diper-
lukan. Seluruh elemen bisa bertindak
sosuni kewenangan dan tanggungs
jawabnya dengan tetap mengede-

pankan koordinasi dari pemerintah,
Kita tidak berharap di masa datang

akan terjadi generasi yang hilang aki-
bat stunting. 2
= *) Dr Agus Wijanarka MKes,

; Dosen Jurusan Gizi Politeknik
ta, serta praktik pengasuhan yang ku- Kesshatan Kemenkes Yogyakarta,
rang baik. Menurut publikasi The Lancet Pengurus DPD Persatuan Ahli Gizi
(2021) penanggulangan stunting melalui Indonesia DPD DIY dan DPD Pergizi
intervensi gizi spesifik pada seribu hari Pangan DIY

pertama kehidupan terbukti efektif
fnencegah terjadinya stunting. Intervensi
{arsebut meliputi suplementasi zat gizi
milkro ibu hamil, pemberian makanan
tambahan ibu hamil dengan masalah
gizi, konseling dan pr_mmr:si pemberian

makan bayi dan anak, penanganan gizi

Saloh satu pengalaman Direktorat

Gizi Masyarakat Kemenkes (2021) be-
ke ; ,

Mealawan Peril



